
BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :  a .  b a h w a  pengelolaan r is iko bertujuan meminimalkan
kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat
mengganggu pecapaian sasaran organisasi pemerintahan;

b. b a h w a  untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam
rangka peningkatan k u a l i t a s  penerapan S i s t e m
Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. b a h w a  berdasarkan ketentuan Pasal 1 3  (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 0  Tahun  2 0 0 8  tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah
wajib melakukan penilaian risiko;

d. b a h w a  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :  1 .  P a s a l  18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor  2 9  Ta h u n  1 9 5 9  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 5 9  Nomor 7 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822;

3. Undang-Undang Nomor  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6  Ta h u n  2 0 2 3  tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
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penc•apaian s n s a r a n  Peranglcat Daertilt
(Ian tuitum/sasaran Pemerininh Daerah.

1. A n a l i n i s  Risiko adalah proses pettilnian terhadap Risiko
Yang telah teridentifikitsi da lam ranp,kit mengestimasi
kentungkinan intinettlnya dim besaran dampaknya untuk
menetapkan level watt status risikonya.

. Ident i ff icasi  R i s i k o  ada lah  proses  menelapkan a p a ,
thalami, kapan, mengapa, clan bagaimana scsuatu clapat
terindi sehinggn clapat berdampak ncga t i f  tcrhadap
peneapnian tujuan.

1. S i s t e m  Pengendalian Intern Pcmerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah Sistcm Pengendalian Intern yang
diselenggaralcan seca ra  menyc lu ruh  d i  l i ngkungan
Pcmerintah Dacrah.

5. U n i t  Pemililc Risiko yang sclanjutnya disingkat UPR adalah
unit k e d a  y a n g  bcrtanggung j a w a b  melaksanakan
pengelolaan risiko.

6. U n i t  Kepatuhan ada lah  u n i t  k c r j a  y a n g  bertugas
mcmantau pclalcsanaan pengelolaan risiko pada UPR di
linglcungan Pcmerintah Daerah dan Pcrangkat Daerah.

7. R e n c a n a  Tindal( Pengendalian yang selanjutnya disingkat
RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang
alcan dilakukan oleh Peranglcat Daerah.

8. R e v i u  adalah penelaahan u lang buk t i  suatu kegiatan
untuk memast ikan b a h w a  kegiatan te rsebut  t e l a h
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,
atau nor•ma yang telah ditetapkan.

9. E v a l u a s i  adalah rangkaian membandingkan hasi l  a tau
pr•estasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau
yang te lah ditctapkan d a n  menentukan fak to r  yang
mempengaruhi keberhasi lan a t a u  kegagalan s u a t u
kegiatan dalam mencapai tujuan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya d i s i n g k a t  R P J M D  a d a l a h  d o k u m e n
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Peranglcat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja dan  Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang  selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dolcumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
Satuan Ker ja  Perangkat Daerah a tau  dokumen yang
memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan
Satuan Ke r j a  Perangkat Daerah yang  melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja Daerah.

13. Dokumen P e l a k s a n a a n  A n g g a r a n  S a t u a n  K e r j a
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
Satuan Ker ja  Perangkat Daerah a tau  dokumen yang
memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah y a n g  melaksanakan fungs i
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bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Poso.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnva disingkat PD adalah

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

16. Pemerintah Dae rah  a d a l a h  B u p a t i  sebagai  u n s u r
penvelenggara pemerintahan Daerah yang  memimpin
pelaksanaan u r u s a n  pemer in tahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom Kabupaten Poso.

17. Bupat i  adalah Bupati Poso.
ls. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

pejabat/ selunth pegawai negeri sipil di  Daerah, un tuk
inelakukan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah
Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. pemel iharaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. m e n d u k u n g  pencapaian t u j u a n  Pemer intahan

Daerah; dan
c. mengidenti f ikasi,  m e n g a n a l i s i s ,  d a n

mengendalikan r i s i ko  se r t a  memantau akt i f i tas
pengendalian R is i ko  d i  l ingkungan Pemerintah
Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RESIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di lakukan atas

tujuan:
a. s t r a t eg i s  pemerintahan Daerah;
b. s t ra teg i s  PD; dan
c. p a d a  tingkatan kegiatannya.

(2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
a. pengembangan budaya sadar Risiko;
b. pembentukan  struktur pengelolaan Risiko; dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4
(1) Pengembangan b u d a y a  s a d a r  R i s i k o  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai
dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan b u d a y a  s a d a r  R i s i k o  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. sos ia l isas i  pemahaman Risiko kepada setiap Pegawai

di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
b. in terna l isas i  pengelolaan Risiko dalam setiap proses

pengambilan kepu tusan  d i  s e l u r u h  t i ngka tan
organisasi; dan
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C. pembangunnn/perbaikan l i ngkungan
pengendalian yang mendukung penciptaan budaya
Risiko.

(3) 13entuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berupa:
a. pert imbangan Ris iko da lam set iap pengambilan

kepu tusan ;
b. sosial isasi  berkelanjutan pentingnya pengelolaan

Risiko;
c. pengintegrasian pengelolaan Risiko dalam proses

organisasi; dan
d. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5
(1) D a l a m  melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur

pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
a. B u p a t i  sebagai penanggung j a w a b  pengelolaan

Risiko;
b. Sekre tar is  D a e r a h  s e b a g a i  k o o r d i n a t o r

penyelenggaraan pengelolaan R is iko  Pemerintah
Daerah;

c. B u p a t i  dan kepala PD/unit kerja sebagai UPR;
d. A s i s t e n  Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;

dan
e. I n s p e k t u r  sebagai penanggung jawab

pengawasan.
(2) B u p a t i  sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang
menetapkan a r a h  kebi jakan pengelolaan R is iko  d i
lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris D a e r a h  s e b a g a i  k o o r d i n a t o r
penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang
mengoordinasikan pengelolaan Ris iko d i  l ingkungan
Pemerintah Daerah.

(4) B u p a t i  d a n  k e p a l a  P D / u n i t  k e r j a  sebagai  U P R
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung
jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.

(5) As is ten  Sekretaris Daerah sebagai U n i t  Kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko
di lingkungan Pemerintah Daerah.

(6) I nspek tu r  sebagai  penanggung j a w a b  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  e berwenang
memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan
pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(7) S t r u k t u r  pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6
(1) D a l a m  rangka mendukung pengelolaan Risiko t ingkat

Pemerintah D a e r a h ,  B u p a t i  m e m b e n t u k  k o m i t e
pengelolaan Risiko.

(2) K o m i t e  pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
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Pa ' /
lontitc pengclolunn s e b a g n i m a n n  dimakstal P a N a l
() bertugas untulc:
it. p e n t h i n n a n  terhadap p e a g c l o l m i n I « )

Ponterititith l)neralt yang meliptili
supervisi, chin pclatilmn pcitgelalimit Risil«) di lingIctingan
l'cinerintith DaciaIt; dan

h. 111(1111)1mi laporan seine:A(91m d i m  Inhuman kegialan
petithittnan pcitgelolnan Risiko yang distimpaikan 1<cpada
11upati eq. Selcretaris 1)acrult.

Pasal 8
sebU  j a w a b  p e n g c l o l n a nPI: a g n i  penanggling H a i l « )

scbagnimann dimakstal dalant Pasal 5 twat (4) tcrdiri
a. U P R  tingkat Pcmcrintali Dacrah;
b. U P i :  tingkat cselon 11/pcjabat pimpinan tinggi; clan
c. U P i R  tingkat Eselon III than 1V/jabatan administrator clan

pengawas.

Pasal 9
(1) U P R  tingkat Pcmcrintalt Dacrah scbagaimana dimalcsud

dalam Pasal 8 huruf a bertugas untulc:
a. m c n y u s t i n  strategi pcngclolaan Ris iko d i  t i ngka t

Penterintalt Dacrah;
b. m e n y t i s t m  rencana ke r j a  pcngclolaan R is i ko  c l i

tingkat Pcmcrintalt Dacrah;
c. melalculcan ldentifikasi Risilco clan Analisis Risilco

terhadap pencapaian tu juan clan sasaran stratcgis
Pemerintalt Dacrah;

d. me laku lcan  lcegiatan penanganan dan pcmantauan
Risiko hasil identifilcasi Risilco dan Analisis Risilco;
dan

e. menatausahakan proses pengelolnan Risilco.
(2) U P R  t ing lca t  ese lon  I I /  p e j a b a t  p i m p i n a n  t i n g g i

sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 8 huruf b bcrtugas:
a. m e n y u s u n  strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit

eselon i i /  pejabat pimpinan tinggi pacla PD masing-
masing;

b. t n e n y u s t m  rencana k e d a  pengelolann Risi lco d i
tingkat uni t  eselon 11/ pejabat pimpinan tinggi pada
PD masing-masing;

c. m e l a k u k a n  ldentifikasi Risiko dan  Anal isis Risiko
terhadap pencapaian tu juan clan sasaran strategis
PD;

d. m e l a k u k a n  kegiatan penanganan clan pemantauan
hasil Identifikasi Risiko clan Analisis Risilco; dan

e. mena tausahakan  proses pengelolaan Risiko.
(3) U P R  tingkat eselon i l l  dan IV/jabatan administrator dan

pengawas sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 8 huru f  c
bertugas untulc:
a. m e l a k u k a n  ldentif ikasi Risilco clan Anal is is Risiko

terhadap pencapaian tujuan clan sasaran kegiatan;
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1). m e l a k u k a n  kegiatan penanp,anan dan pemantauan
Risiko !Iasi! Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko;
dan

c. rnenatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10
(1) Proses  pengelolaan Risiko meliputi:

a. i den t i f i kas i  kelemahan lingkungan pengendalian;
b. p e n i l a i a n  Risiko;
c. k e g i a t a n  pengendalian;
d. i n f o r m a s i  dan komunikasi; dan
e. peman tauan .

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) S e t i a p  s i k l us  sebagaimana dimaksud p a d a  a y a t  (2)
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses  pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan
proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam
budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis
organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11
(1) Ident i f i kas i  k e l e m a h a n  l i n g k u n g a n  p e n g e n d a l i a n

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf  a
diperlukan u n t u k  menentukan rencana  penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan
budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.

(2) Ident i f ikas i  k e l e m a h a n  l i n g k u n g a n  p e n g e n d a l i a n
dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara
mengidentifikasi kelemahan da lam set iap s u b  u n s u r
lingkungan pengendalian intern.

Pasal 12
(1) Pen i la ian  Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) h u r u f  b  dimaksudkan u n t u k  mengidentifikasi
Risiko y a n g  d a p a t  menghambat pencapaian t u j u a n
instansi p e m e r i n t a h  d a n  m e r u m u s k a n  k e g i a t a n
pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil
Risiko.

(2) Pen i la ian  Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
dilakukan atas:
a. t u j u a n  strategis Pemerintah Daerah;
b. t u j u a n  strategis (entitas) PD; dan
c. t u j u a n  operasional (kegiatan) PD.

(3) Pen i la ian  Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 2 )  h u r u f  a
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.

(4) Pen i la ian  R i s i ko  a t a s  t u j u a n  strategis (entitas) P D
sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 2 )  h u r u f  b
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
Renstra PD atau segera setelah ditetapkannya Renstra PD.
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(6)

Pen▶:lian hisdko atas tu juan operasional (kegiatan) PD
schagairnatia d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 2 )  h u r u f  c
dilak,ianakan b(:rsamaan dengan proses penyusunan RKA
SKI)1) atau fir:gera setelah ditetnpkannya DPA SKPD.
Proses penilaian Risiko meliputi:
a. penc tapan  konteks/tujuan;
h. ident i f ikarr i  Ritiiko; dan
C. a n a l i s i s  Risiko.

Pasal 13
Penetnpan konteks/tujuan schagaimana dimaksud da lam
Pasal 1 2  aya t  (6) h u r u f  a  tc rd i r i  a tas  tahap penetapan
konteks/tujuan dan pcnetapan kriteria Risiko.

Pasal 14
(1) Pcnctapan konteks/tujuan bertujuan u n t u k

menjaharkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan scsuai
dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(2) Tu j u a n  dalam pengelolaan Risiko dihagi menjadi 3 (tiga)
tingkatan mcliputi:
a. k o n t e k s  stratcgis Pemcrintah Daerah;
h. k o n t e k s  stratcgis (entitas) PD; dan
c. k o n t e k s  operasional (kegiatan).

(3) Tu j u a n  da lam konteks strategis Pemerintah Daerah
schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf  a ditetapkan
berdasarkan t u j u a n  s t ra teg is  Pemer intah D a e r a h
sehagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tu j u a n  dalam konteks strategis (entitas) PD sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf  h ditetapkan berdasarkan
tujuan strategis P D  schagaimana tercantum d a l a m
dokumen Renstra PD.

(5) Tu j u a n  dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf  c ditetapkan berdasarkan
tujuan kegiatan y a n g  tercantum d a l a m  d o k u m e n
RKA/DPA SKPD.

Pasal 15
(1) Penetapan kriteria pcnilaian Risiko bertujuan memberikan

pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan
Analisis Risiko.

(2) K r i t e r i a  penilaian Risiko meliputi:
a. s k a l a  dampak Risiko;
h. s k a l a  kemungkinan Risiko; dan
c. s k a l a  tingkat Risiko.

Pasal 16
(1) Ident i f ikasi  Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (6) huruf  h bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan
Pemerintah Daerah yang meliputi:
a. t u j u a n  strategis Pemerintah Daerah;
h. t u j u a n  strategis (entitas) PD; dan
c. t u j u a n  operasional (kegiatan) PD.

(2) Ta h a p  pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
a. mengident i f ikasi  berbagai Risiko yang menghambat

pencapaian tu juan,  pemi l ik  Risiko, sebab Risiko,
cumber Risiko, dan dampak Risiko; dan

h. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam
daftar Risiko.
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(1)

1-11

l'asal 1
111,111z:is Ntstko sebagaimana dimaksud dalam l 'asal 12

at klNI 1111ttliC me i t i pahan  lan,ghill i m e n e n t t I k a n
tiani s u a t u  S i sa  Nts iko dengan m e n g u k u r  n i l a i

hemungkinan dan dampakm a.
Ilet‘lasarkan hasi l  pcnilaian sebagaimana pada a  a t  (1)
suatu K is iko  dapat  d i tentukan t ingka t  Ris iko sob:1gal
Infonnasi mut tk  mcnciptahan
lahap pelaksanaan .\nalisis m e l i p u t i  kcgiatan:
a. m c l a k u k a n  ana l i s i s  d a i n p a k  d a n  ken tungk inan

b .  111 0 111 N . I l i d a S i  R i S i k t v,

11101.1kIlk:111 Evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dtbutultkan: dan

d. m e i n  usun

Paragral
Negiatan Pengendalian

Pasal IS
Kegiatan pengendalian sebagaimana d imaksud d a l a m
Pasal 1 0  a y a t  (11 h u r u f  c  merupakan t a h a p  u n t u k
mengimplementasikan
lmplementasi m e l i p u t i  kegiatan:
a, p e m b a n g u n a n  i n f r a s t r u k t u r  pengendal ian  y a n g

antara l a i n  d a p a t  b e r u p a  keb i j akan  d a n / a t a u
prosedur; dan

b. pe laksanaan  kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Intimnasi dan Komunikasi

Pasal 19
(11 In fo rmas i  dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) h u r u f  d bertujuan un tuk  memastikan
telah terdapat komunikasi  internal  dan  eksternal yang
efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, se jak
penilaian kelemahan l ingkungan pengendalian, proses
penilaian Risiko. dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(21 Pemer in tah  Daerah menogunakan berbagai bentuk  dan
sarana infonnasi  d a n  komunikas i  yang  efekt i f  da lam
melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 20
(1) Pemantauan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) h u r u f  e  d i laksanakan u n t u k  memast ikan b a h w a
pengelolaan R i s i k o  t e l a h  d i l a k u k a n  s e s u a i  d e n g a n
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pe laksanaan p e m a n t a u a n  p e n g e l o l a a n  R i s i k o
dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan.

(3) Pemantauan  d a l a m  b e n t u k  E v a l u a s i  t e r p i s a h
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab
penga‘‘asan pengelolaan Risiko meliputi:
a. audit:
b. reviu:
c. pcmantauan;
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Pasal 21
l'etkiabaran pedoman  pengelolaan R i s i k o  d i  l i ngkungan
l'emerintith D a e r a h  tensan tum M a n i  L a m p i r a n  y a n g
mertipakan hagian tidal: terpisahlian dari Penn uran 13upati ini.

13A11 III
PELARVAN

Pasal 22
(1) D a l a m  nutglca mendukung akuntabi l i tas pengelolaan

Risiko, Pemei'intall Daerah menyusun laporan pengelolaan
Risiko.

(2) L a p o r a n  pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. l a p o r a n  pelaksanaan penilaian Risiko ()lett UPR;
b. l a p o r a n  berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
c. l a p o r a n  berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh

Unit Kepatuhan.
(3) L a p o r a n  pelaksanaan peni la ian R i s i ko  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakulcan
penilaian Risiko yang terdiri atas:
a. p e n i l a i a n  Risiko strategis Pemerintah Daerah;
b. pen i l a i an  Risiko strategis (entitas) PD; dan
c. p e n i l a i a n  Risiko operasional (icegiatan) PD.

(4) Lapo ran  pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh masing-
masing UPR disampaikan kepada Bupat i ,  tembusan
kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

(5) Laporan  pelaksanaan peni la ian R i s i ko  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huru f  a dapat berupa dokumen
penilaian Risiko/ dokumen rencana tindak pengendalian.

(6) Laporan  berkala pengelolaan Risiko oleh masing- masing
UPR sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (2)  h u r u f
dilakukan seca ra  t r iwu lanan ,  d a n  t a h u n a n
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing- masing
UPR sebagaimana dimaksud p a d a  a y a t  (2)  h u r u f  b
dikoordinasikan oleh:
a. u n t u k  tingkat entitas Pemerintah Daerah oleh UPR

Pemerintah Daerah; dan
b. u n t u k  tinglcat strategis PD dan tinglcat operasional PD

oleh UPR tingkat eselon Ii/pejabat pimpinan tinggi.
(8) Laporan  berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit

Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f  c
dilakukan set iap t r iwu lan ,  d a n  disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Poso Nomor 2 9  Ta h u n  2021 ten tang  P e n e r a p a n
Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso
(Berita Daerah Mabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 29), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s e t i a p  o r a n g  mengetahuinya,  memer in tahkan
pengundangan penempatannya d a l a m  B e r i t a  D a e r a h
Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal J a n u a r i  2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso,
pada tanggal 2 0 2 4

/1SEKRETARIS AERAH KABUPATEN POSO,

l'HENINGSIH E.G. TAMPAI
BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR
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